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PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN, KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, DAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata

kepemerintahan yang baik di bidang pemasyarakatan
diperlukan penyediaan informasi publik dengan
membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik;

. bahwa keterbukaan informasi di lingkungan Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan pembinaan narapidana, pembimbingan
klien pernasyarakatan, peiayanan tahanan dan
pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaima.na

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
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Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun. 2011 Nomor 173;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DIREKTORAT
JENDERAL PEMASYARAKATAN, KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pernasvarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan
narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan, pelayanan
tahanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.

2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya vang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

3. Dokumentasi adalah kumpulan, pengolahan, penyusunan, dan
pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan
informasi publik.

4. Informasi Pemasyarakatan adalah Informasi publik yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis
Pemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan di bidang
Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.

5. Pengelolaan dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan,
penyimpanan, perneliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen
secara sistematis.

6. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemasyarakatan
kepada masyarakat pengguna Informasi Pemasyarakatan.

7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi, dan pelayanan Informasi pada Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis
Pemasyarakatan.
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8. Pemohon Informasi Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia
yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Sumber Informasi adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah
atau individu yang memberikan data atau. Informasi kepada penyedia
informasi.

10. Peliputan adalah proses, cara membuat berita atau laporan secara
rinci tentang suatu masalah atau peristiwa pemasyarakatan pada
unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang meliputi kegiatan
wawancara, pengambilan gambar, dan/atau rekaman.

11. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

12. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT
Pemasyarakatan adalah rumah tahanan negara, rumah penyimpanan
benda sitaan negara, balai pemasyarakatan, dan lembaga
pemasyarakatan.

13. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP adalah
narapiciana, tahanan, anak didik pemasyarakatan dan klien
pemasyarakatan.

14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1) Informasi Pemasyarakatan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap pengguna Informasi, kecuali Informasi yang dikecualikan.

(2) Informasi Pemasyarakatan yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas,
dan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada
pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat.

(3) Informasi Pemasyarakatan harus dapat diperoleh setiap Pemohon
dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

(4) Informasi Pemasyarakatan yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai
dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai keterbukaan
informasi publik, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi
diberikan kepada publik serta setelah dipertimbangkan dengan
seksama bahwa menutup Informasi Pemasyarakatan dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya.
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Pasal 3

Tujuan pelayanan Informasi Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan adalah:

a. mewujudkan komunikasi dua arch yang harmonis antara Penyedia
Informasi dengan Pemohon dan pengguna Informasi Pemasyarakatan;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

kebijakan publik dan pengelolaan Informasi Pemasyarakatan yang
balk.

c. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang
transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat
dipertanggungjawabkan;

d. meningkatkan pengelolaan dan Pelayanan Informasi untuk
menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas.

BAB 11
INFORMASI PEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu
Kategori
Pasal 4
Informasi Pemasyarakatan dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi yang diumumkan secara serta merta; dan
c. Informasi yang tersedia setiap saat.
Bagian Kedua
Informasi Pemasyarakatan yang Disediakan
dan Diumumkan Secara Berkala
Pasal 5

(1) Informasi Pemasyarakatan yang disediakan dan diumumkan secara
berkala merupakan jumlah yang diperoleh dari Sumber Informasi
perbulan, pertriwulan, semester dan/atau tahunan.

(2) Informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. profil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, atau
UPT Pemasyarakatan yang memuat:

1. tugas pokok jabatan;
struktur organisasi;
alamat kantor, telepon, faksimili, dan situs resmi;

daftar nama pejabat dan daftar nama petugas pemasyarakatan;

a ke

profil singkat pejabat struktural;
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